milik negara dari jumlahnya dan/atau nilai
yang seharusnya (Yuntho etal, 2014 24-25).
Kekurangan dalam keuangan negara tersebut
harus nyata dan pasti jumlahnya atau dengan
perkataan lain kerugian tersebut benar-benar telah
terjadi dengan jumlah kerugian yang secara pasti
dapat ditentukan besarnya. Kerugian tersebut
akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja
maupun lalai, unsur melawan hukum harus dapat

dibuktikan secara cermat dan tepat.

Putusan judex juris dalam perkara ini
sama sekali tidak memperhatikan unsur jumlah
kerugian negara yang pasti karena menyiratkan
total jumlah kerugian negara yang berbeda yaitu
sebesar Rp.992.375.000,- Maka apabila melihat
unsur kerugian yang pasti, dihubungkan dengan
Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan
kata lain alih-alih kerugian negara, putusan
judex juris in casu justru akan menghasilkan
pendapatan negara senilai Rp.177.375.000.-

Dengan memperhatikan pertimbangan di
atas, maka apabila negara diuntungkan dengan
adanya kelebihan pembayaran uang pengganti
tersebut sehingga menurut penulis unsur dapat
merugikan keuangan dan perekonomian negara
sebagaimana yang telah dibuktikan dalam Pasal
2 undang-undang a quo menjadi hilang dan tidak
terpenuhi.

1IV. KESIMPULAN

Dari uraian dalam pembahasan maka dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Judex juris dalam Putusan Nomor 1283
K/Pid Sus/2013  telah keliru dalam
membuktikan unsur “melawan hukum™

sebagaimana yang tertera dalam Pasal 2

ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sehingga pertimbangan judex juris tersebut
menurut penulis mengandung kekhilafan
atay suatu kekeliruan yang nyata.
Dikarenakan pencantuman unsur melawan
hukum pada pasal tersebut mengharuskan
pembuktian unsur melawan hukum formil
dan melawan hukum materiil sebagaimana
dalam Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006,
tanggal 24 Juli 2006. Perbuatan terpidana
tidak dapat dikategorikan sebagai cara-cara
perbuatan melawan hukum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 karena dalam hal
ini tidak ada undang-undang atau peraturan
hukum formal (mengandung sanksi
pidana) yang dilanggar oleh terpidana,
dan sekalipun perbuatan terpidana telah
melanggar Kepres Nomor 80 Tahun 2003
sebagaimana telah dirubah oleh Perpres 4
Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan
Jasa.

Judex juris dalam perkara tingkat kasasi
telah keliru dalam penerapan Pasal 18
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi terutama mengenai besaran uang
pengganti dari kerugian negara dikarenakan
judexjuris tidak cermat menghitung besaran
kerugian negara sebesar Rp.196.950.000.-

(seratus sembilan puluh enam juta sembilan .

ratus lima puluh rbu rupiah) yang sama
sekali tidak memperhatikan unsur jumlah
kerugian negara yang pasti.
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